S/

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 40 /Rep. KR /2000

TENTANG :

PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI SOSIAL DAN LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT DI BIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

BUPATI SLEMAN,

sMenimbang :a.  bahwa usaha kesejahteraan sosial merupakan tugas bersama antara
pemerintah dan masyarakat, dan peran serta masyarakat dalam hal
dimaksud dapat diwadahi dalam bentuk organisasi sosial atau lembaga

swadaya masyarakat;
b. bahwa agar organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang ...
dibentuk dapat lebih berdava guna dan berhasil guna, maka perlu

diatur ketentuan pembentukannya;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perhr  diatur  dan

o

ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pembentukan
" Organisasi Sosial dan [.embaga Swadaya Masyarakat di Bidang Usaha

Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang — undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Dazrah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

o

Undang — undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - ketentuan -
Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 (entang Pemerintahan

Daerah;



4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980  tentang

Organisasi Sosial |

»

¢ Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor
78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi  Sosial’Lembaga .

39/TTUK/1993 Swadaya Masyarakat ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tmgkat [T Sleman
Nomor 11 Tahun 1995 ientang Pembentukan dan Organisasi Dinas

Sosial Kabupaten Dacrah Tingkat I Sleman:

MEMUTUSKAN :

Monelapkan  : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI  SOSIAL DAN  LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT Dm IDANG UUSAHA
KESEJAI"I’I’ERAAN SOSIAL. -

, BABT
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

4. Dacrah adalah Kabupaten Sleman.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaien Sleman,
¢. Bupati ialah Bupati Sleman.

1 Dinas Sosial adalah Dinus Sosial Kabupaten Sleman. -

e. Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disimgkat KKKS adalah -
wadah koordinasi kegiatan sosial/ lembaga swadaya masyarakat.

f. Oiganisasi Sosial adalah lembaga/yayasan/ perkumpulan sosial vang dibentuk oleh -
masyarakat,baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan Thukum vang
berfungsi sebagai sarana partisipasi masvarakat dalam melaksanakan usaha

kesejahteraan sosial.



g. Lembaga Swadaya Masyarakat vang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi /
lembaga vang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara
cukarela atas kehendak sendiri dan berminat scria bergerak  dibidang  usaha
kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/tembaga sehagai  wujud
sartigipasi masvarakat dalam upaya meningkatkan tarafl hidup dan Kesejahteraan
nasyarakal yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya .

. Usaha — vsaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya program dan kegiatan vang
ditijukan  untuk mewujudkan,  membina, M smelihara, memulihkan  dan
mengembangkan kesejahteraan osial. fermasuk usaha - usiha pengembangan

nasyarakat.

BABI1
ASAS, SIFAT, TUJUAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

i embentukan organisasi sosial atau LSM harus berasaskan Pancasila dan Undang —

Undang Dasar 1945,

Pasal 3

Organisasi sosial atau LSM harus bersifat

a. terbuka;

b. kekeluargaan, dan:

¢, gotong royong.
Pasal 4

Organisasi sosial atau LSM Dertujuan untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan
ssial dan kemanusiaan di dacrah bersama-sama dengan pemerintah dacrah, dalam
rangka melaksanakan usalia kescjahicraan sosial untuk mewujudkan masyarakat adil =

-~

makmur berdasarkan Pancasila.




Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab organisasi sosial atau LSM adalah /:

a.

inembantu dan bersama-sama pemerintah daerah melaksanakan usaha kesejahteraan
sceara dinamis dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip keswadayaan
menuju kemandirian ;

melaksanakan program usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan fungsi dan peranan
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

membina dan memelihara hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah
dan scsama organisasi sosial atau LSM demi terlaksananya program usaha
kesojahiteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
melaporkan program dan kegiatannya kepada Rupati melalui Kepala Dinas Sosial;
berkoordinasi dengan lembaga ketahanan magsyarak~t desa tentang perencanaan dan
pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial di desa/kelurahan:

melaporkan dan mendaftarkan pembentukan organisasi sosial atan LSM kepada

Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

BAB 1L
FUNGSL HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Organisasi sosial afau LSM berfungsi :

a.

b.

sebagal  miira pemerintah  daerah dalam usaha  menanggulangi permasalahan ©

kesejah.eraan sosial sccara dinarnis dan bertanggung jawab herdasarkan prinsip-
prinsip swadaya, swadana dan swausaha.
sebagai motivator dan dinamisator partisipasi sosial masvarakat dalam melaksanakan

usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Organisasi sosial atau L.SM berhak :

a.

melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sesual dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



b. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan organisasi sosial masyarakat lainnya
atau 1.SM lainnva dibidang kescjahteraan sosial baik di dalam maupun di luar negert
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
memperoleh/memberi bantuan J.lam bentuk tenaga ahli, perafatan dan dana, baik
dari / di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-

andangan vang berlaku.
Pasal 8

“rpanisasi sosial atau 1.SM berkewajiban :

4. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, antara fain berisi ketentuan
mengenat
1. asas, sifat dan tujuan,
2. ruang lingkup kegiatan.

3. susunan organisasi dan kepengurusan.

4. sumber-sumber keuangan.
: b. menyesuaikan arah dan program kegiatannya dengan kebijaksanaan dan program
pemerintah daerah dibidang kesejahieraan sosial.
' o. mentaati semua ketenfuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan usaha kesejahteraan sosial.

d. melaporkan nraha dan kegiatanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

BAB1V
TATA CARA DAN SYARAT PEMBENTUKAN

v Pasal 9
mufakat.
Pasal 10

Pembentukan organisasi sosial atan 1LSM harus memeruhi persyaratan scbagai bertkut ¢

A, mempunvai akte notaris atau akte pendirian lainnyva antara lam berita acara pendirian.
risalah musyawarah yang disertai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

b. mempunyai modal kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

W

Pembentukan organisasi sosial atau LSM harus herdasarkan pada musvawarah dan .



Pagal 11

Organisasi sosial atas LSM vang telah ferbentuk berdasarkan keicntuan dalam Pasal 9

daa Pasal 10 harus didaftarkan pada Dinas Sosial.
Pasal 12

Organisasi sosial atau LSM yang telah terdaftar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11

oleh Bupati melalui Kepala Dinas Sosial diberikan surat pengahuan.

Pasal 13

(1) tata cara dan syarat pendaftaran :
4. pengirus datang sendiri ke Dinas Sosial dengan membawa sural permohonan
pendaftaran dan akte pendirian vang lengkap dengan susunan  Kepengurusan
organisasi.

b. mengisi formuliy pendaftaran:

¢. melampirkan fotocopi buku kas yang mencatat modal organisast.

(2) teknis pelaksanaan pendaftaran diatur lebih Janjut oleh Kepala Dinas Sosial.

(3) Qorganisasi sosial atau LSM vang telah memperoleh pengakuan dart  Dinas Sosial

diberi status/ akreditasi scsuai peraturan perundang-undangan vang berlaku.
BABYV
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
-Pasal 14
Kepengurusan organisasi sosial atau T.SM disusun berdasarkan kebutuhan, sesuai dengan

()1

1 akte notaris dan / atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

b. tingkat wilayah kegiatannya.
Pasal 15

Keanggotan organisasi sostal atau LSM dapat bersifat aktif dan/atau pasif.



BAB VI
KEUANGAN

Pasal 16

Sumber keuangan organisasi sosial atau 1.SM dapat diperoleh dart :

a. 1iuran atau dana anggota.

b. bantuan dari pemerintah.

¢. bantuan dari perusahaan.

d. bantuan dari masyarakat.

¢. bantuan dari luar negeri sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku

. zakat,sodagoh ataw infuk

¢. hasil pengumpulan uang atau ba-ang, pertunjukan amal,penjualan kupon berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

h. hasil penvelenggaraan undian berhadiah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.

. sumber sumber keuangan lainnya vang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 17

Penerimaan  dan  pengeluaran yang  diperoleh organisasi sosial atau LSM, dan
dipergunakan untuk kepentingan organisasi sosial atau LSM yang bersangkutan harus

dibukukan dalam buku Kas penerimaan dan pengeluaran.

BAB VII
 PEMBINAAN

Pasal 18

{1) Pembinaan organisasi sosial dan LSM dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial.

(2) Fungsi KKKS dalam melaksanakan pembinaan adalah membaniu kepala Dinas

Sosial dalam mengkoordinasikan organisasi sosial atau L.SM vang ada di daerah,

s i




24

Pasal 19 .

Tembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui

a. musyawarah.

L. crientasi.

¢.. pembinaan bimbingan.

d. pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri.

¢. pemberian bantuan kevangan, peralatan dan fasilitas - fasilitas tertentu sesuai dengan
kemampuan pemerintah daerah.

*. pemberian pengakuan dan atau stams/akreditasi organisasi sosial atau 1L.SN.
Pasal 20
Tata cara pembinaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.
Pasal 21
i1) Organisasi sosial atau LSM berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Bupati melalui ..
Kepala Dinas Sosial setiap 3 ( tiga ) bulan.

(2) L'eknis pelaksanaan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB VIII
LARANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Organisasi sosial atau LSM dilarang

2 m-nerima bantuan dari luar negeri tanpa mengikuti cara penerimaan berdasarkan .
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. menyelenggarakan usaha pengumpulan dana dengan cara paksaan penipuan atau yang
mengandung unsur paksaan/penipuan.

¢. menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga dari organisasi rosial atau LSM yang bersangkutan. )

d. melakukan kegiatan vang beitentangan dengan peraturan perundang-undangan vanyg

berlaku.




Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dari organisasi sosial atau LSM dilakukan

olsh Kepala Dinas Sosial dibantu oleh KXIS secara koordinatif.

Pasal 24

Organisasi sosial dan LSM vang melanggar ketentuan larangan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 dikenakan sanksi berupa :

a. pencabutan status organisasi yang bersangkutan.

b, pencabutan scbagaimana dimaksud huruf a diumumkan dalam media informasi

pemerintah dacrah,

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 25

(1) Pembubaran organisasi sosial atau LSM dapat dilakukan,dengan alasan :
a. berdasarkan Kkeputusan musyawarah  organisasi sosial atan  LSM  vang
bersangkutan;
b. sebagai akibat pencabutan status organisasi sosial yang bersangkutan oleh

Rupati.

(2) Scmua kekayaan organisasi sosial atau L.SM yang membubarkan diri disclesaikan
menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sosial atau

Qe

LSM vang bersangkutan.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 26
Semua organisasi sosial atau 1L.SM yang sudah ada pada saat ditetapkannya Keputusan

ini tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam jangka wakiu setambat-

lamibatnya satu tahun harus sudah menvesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ind




Pasal 27

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternvata dikemudian hari

tordapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Pasal 28
K >putusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahwinya , memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan
penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sleman.
Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal 3 4 =7 =2000 )
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Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SLEMAN
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LEMBARAN DARRAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN NOMOR SERIL



